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PENGADILAN MILITER I I - 08
            J A K A R T A

P U T U S A N
 NOMOR :  PUT/197- K/PM I I - 08/ AD/VI I I / 2 011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Mi l i t e r  I I - 08  Jakar t a  yang  bers idang  di  Jakar ta  
da lam memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  pidana  pada  t i ngka t  per tama  
te lah  menja tuhkan  Putusan  secara           In  absens ia  sebaga imana  
te rcan tum di  bawah in i  da lam perkara  Terdakwa :

Nama lengkap :  MUHAMMAD ALEX ZULKARNAIN
Pangkat  /  NRP. :  Koptu  /  3930406960474
Jabatan : Ta Gudkanperminsa t r i  /  ATK 44- 10
Kesatuan :  Bekangdam Jaya
Tempat  tg l .  Lahi r : Surabaya ,  08 Januar i  1982
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i
Kewarganegaraan :  Indones ia
Agama :  Is l am
Alamat  tempat  t i ngga l :  Pura  Bojong  Gede  Bogor  Jawa 

Bara t

Terdakwa dalam perkara  in i  t i dak  di t ahan .
.  

PENGADILAN MILITER I I - 08 JAKARTA tersebut  di  atas:

Membaca :   Berkas  perkara  dar i  Pomdam Jaya  atas  nama 
Terdakwa  te rsebu t  d i  atas   Nomor  :  BP-39/A- 30/2011  
bulan  Mei  2011.

Memperhat i kan :   1. Keputusan  Tentang  Penyerahan  Perkara  dar i  
Pangdam  Jaya  se laku  Papera  atas  nama  Terdakwa  
Nomor  :  Kep/12 /V I I / 2 011  tangga l  11 Ju l i  2011 .       

2. Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  pada  Odi tu ra t  
Mi l i t e r  I I - 08  Nomor  :  Dak/152 /V I I / 2 011  tangga l  15 
Ju l i  2011.                                          
                
3. Relas  sura t  pangg i l an  untuk  hadi r  d i  pers idangan  
baik  kepada  Terdakwa maupun saks i - saks i .

Mendengar         :  1.  Pembacaan  Sura t  Dakwaan Odi tu r  Mi l i t e r  yang  
menjad i  dasar  pemer iksaan  perkara  Terdakwa 
2.  Hal - ha l  yang  di te rangkan  para  saks i  d i  bawah 

sumpah.

Memperhat i kan  :  Tuntu tan  pidana  Odi tu r  Mi l i t e r  yang  pada  
pokoknya   menyatakan  bahwa Terdakwa te rbuk t i  secara  
sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  
“Mi l i t e r  yang  dengan  senga ja  melakukan  
ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n  da lam  waktu  damai  leb ih  
lama  dar i  t i ga  pu luh  har i ”  sebaga imana  dia tu r  dan  
diancam  pidana  menuru t  Pasal  87  ayat  (1 )  ke- 2  jo  
ayat  (2 )  KUHPM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Oleh  karena  i t u  mohon  agar  Terdakwa  d i j a t uh i  
p idana  :

Pidana  pokok  :  Pidana  pen ja ra  se lama  1 
(sa tu )  tahun .

Pidana  Tambahan :  Dipeca t  dar i  d inas  
Mi l i t e r .

Membebankan  Terdakwa  agar  membayar  b iaya  perkara  
Rp.  7.500 , -  ( tu j uh  r ibu  l ima  ra tus  rup iah )

Memohon agar  barang  bukt i  berupa  sura t  ya i t u  :

13  ( t i ga  belas )  Lembar  Daf ta r  Absens i  Anggota  
Gudkanperminsa t r i  ATK 44- 10  bulan  Jun i  2010  sampai  
dengan  bulan  Maret  2011,  te tap  di l eka t kan  dalam 
berkas  perkara .  

Mendengar      :  Penje lasan  Odi tu r  Mi l i t e r  ten tang  
ket i dakhad i r an  Terdakwa  d i  pers i dangan  sebaga i  
ber i ku t  :

1. Berkas  Terdakwa  ada lah  berkas  
perkara  In  absens ia  dimana  
Terdakwa  t i dak  pernah  dipe r i k sa  
karena  se jak  awal  sudah  melar i kan  
di r i .

2. Bahwa  Odi tu r  Mi l i t e r  sudah  
memanggi l  Terdakwa  sebanyak  
3  ( t i ga )  ka l i  mela lu i  kesa tuan  
namun  t i dak  had i r  karena  Terdakwa  
masih  melar i kan  d i r i  dan  belum 
dapat  d ike temukan  sesua i  Sura t  
Dandenma  Mabes  TNI  Nomor  :  
B/1231/ IX /2011 /Den  tangga l  
29 September  2011.

3. Untuk  percepa tan  penye lesa ian  
perkara  dan  demi  te tap  tegaknya  
dis i p l i n  pra ju r i t  ser ta  menjaga  
keutuhan  pasukan,  mohon  Maje l i s  
Hakim  menyidangkan  perkara  
Terdakwa secara  In  absens ia .  

Menimbang : Bahwa sete lah  mempert imbangkan  penje lasan  Odi tu r  
Mi l i t e r  d i  atas  maka  perkara  Terdakwa  dapat  
d i l an j u t kan  dan  kemudian  Odi tu r  Mi l i t e r  
d ipe rs i l a hkan  membacakan  Sura t  Dakwaannya  sebaga i  
ber i ku t  :

Bahwa Terdakwa  pada  waktu - waktu  dan  d i  tempat -
tempat  te r sebu t  d i  bawah  in i ,  ya i t u  pada  tangga l  
l ima  belas  bulan  Jun i  tahun  dua r i bu  sepu luh  sampai  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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dengan  tangga l  l ima  belas  bulan  Apr i l  tahun  dua  
r i bu  sebe las  atau  set i dak - t i daknya  dalam bu lan  Jun i  
tahun  dua  r i bu  sepu luh  sampai  dengan  bulan  Apr i l  
tahun  dua  r i bu  sebe las  atau  set i dak - t i daknya  dalam 
tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2011  d i  Ma Bekangdam 
Jaya  Jakar t a  atau  set i dak - t i daknya  d i  tempat - tempat  
yang  te rmasuk  wewenang hukum Pengad i l an  Mi l i t e r  I I -
08 Jakar ta ,  te lah  melakukan  t i ndak  pidana  :

“Mi l i t e r  yang  karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  
melakukan  ket idakhadi ran  tanpa  i j i n  dalam  waktu  
damai  leb ih  lama dar i  t iga  puluh har i”

Dengan cara - cara  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Terdakwa  Muhammad Alex  Zulka rna in  ada lah  
Pra ju r i t  TNI  AD yang  berd inas  di  Bekangdam Jaya  
dengan  jaba tan  sebaga i  Ta Gudkanperminsa t r i / ATK  44-
10  hingga  saat  melakukan  perbua tan  yang  menjad i  
perka ra  in i  dengan pangkat  Koptu  NRP.  3930406960474

2. Bahwa  se jak  tangga l  15  Jun i  2010  Terdakwa  
meningga lkan  dinas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan Kesatuan  atau  Pejaba t  yang berwenang

3. Bahwa  se lama  Terdakwa  meningga lkan  d inas  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  Kesatuan  t i dak  pernah  
member i t ahukan  ten tang  keberadaannya  kepada  
Kesatuan  baik  mela lu i  sura t  maupun te lepon  

4. Bahwa  pada  tangga l  15  Apr i l  2011  Kesatuan  
melaporkan  Terdakwa  ke  Pomdam  Jaya  te lah  
meningga lkan  dinas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan  Kesatuan  atau  Pejaba t  la i n  yang  berwenang  
se jak  tangga l  15 Jun i  2010  

5. Bahwa dengan  demik ian  Terdakwa te lah  meningga l kan  
Satuan  tanpa  i j i n  yang  sah  se jak  tangga l  15  Jun i  
2010  sampai  dengan  tangga l  15  Apr i l  2011  atau  
se lama 304 ( t i ga  ra tus  empat )  har i  secara  ber tu ru t -
tu ru t ,  set i dak - t i daknya  leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  
har i  dan  hingga  k in i  Terdakwa  belum  kembal i  ke  
Kesatuan   

6. Bahwa se lama Terdakwa meningga l kan  Kesatuan  tanpa  
i j i n  dar i  Dansat ,  Negara  Republ i k  Indones ia  t i dak  
dalam  keadaan  perang  dan  Terdakwa  maupun 
Kesatuannya  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  dalam  tugas-
tugas  operas i  mi l i t e r

Berpendapat  :  Bahwa  perbua tan - perbua tan  Terdakwa 
te rsebu t  te l ah  cukup  memenuhi  unsur - unsur  t i ndak  
pidana  yang  te rcan tum  dalam  Pasa l  87  ayat  (1 )  ke- 2 
jo  ayat  (2 )  KUHPM  

Menimbang :  Bahwa karena  Terdakwa  t i dak  had i r  d i  pers idangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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maka  kebenaran  is i  Sura t  Dakwaan  i t u  t i dak  
di t anyakan  dan  kemudian  Maje l i s  Hakim  melan ju t kan  
pemer iksaan  saks i .

Menimbang       :  Bahwa saks i - saks i  da lam perkara  in i  sudah  
dipangg i l  secara  sah  dan  patu t  te tap i  t i dak  hadi r  
seh ingga  kete rangan  saks i  yang  ada  di  peny id i kan  
yang  diber i kan  di  bawah sumpah dibacakan .

Menimbang :  Bahwa  kete rangan  saks i  yang  dibacakan  d i  bawah 
sumpah ya i t u  :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : BAMBANG EDI  TARUNA 
Pangkat  /  NRP. : Serka  /  3920058310773
Jabatan : Baki t  Gudkanpersminsa t r i  ATK 
44- 10
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat /Tg l .  Lahi r  : Medan,  28 Ju l i  1973
Jen is  ke lamin  : Lak i - lak i
Kewarganegaraan  : Indones ia
Agama : Is l am
Alamat  tempat  t i ngga l  : Perumahan  Gr iya  Cimanggis  

Depok Jawa Bara t  

Pada  pokoknya  Saks i - 1  menerangkan  sebaga i  
ber i ku t  :

1.  Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Te rdakwa  se j a k  
t a hun  2000  d i  Bekangdam Jaya  da l am  hubungan 
ked i na san  an t a r a  a t a s an  dan  bawahan  se r t a  
t i d a k  ada  hubungan ke l u a r g a

2.  B a h w a  p a d a  t a n g g a l  1 5  J u n i  2 0 1 0  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  s a h  d a r i  K om a n d a n  K e s a t u a n  

a t a u  P e j a b a t  l a i n  y a n g  b e r w e n a n g

3.  B a h w a  S a k s i  m e n g e t a h u i  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  s a h  d a r i  D a f t a r  A b s e n s i  K e h a d i r a n  

A p e l  P a g i  m a u p u n  A p e l  S i a n g  A n g g o t a  G u d k a n p e r m i n s a t r i / A T K  4 4 - 1 0  B e k a n g d a m J a y a

4.  B a h w a  s e t e l a h  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  d a r i  K o m a n d a n  K e s a t u a n  u p a y a  d a r i  K e s a t u a n  

a d a l a h  m e m e r i n t a h  S a k s i  d a n  P N S  S a k i s n o  m e n c a r i  T e r d a k w a  d i r u m a h n y a  S a w a n g a n  B o g o r  t e t a p i  T e r d a k w a  t i d a k  
d i t e m u k a n   

5.  B a h w a  s e l a m a  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  s a h  d a r i  K o m a n d a n  K e s a t u a n ,  t i d a k  p e r n a h  

m e m b e r i t a h u k a n  t e n t a n g  k e b e r a d a a n n y a  k e p a d a  K e s a t u a n  b a i k  m e l a l u i  t e l e p o n  m a u p u n  s u r a t

6. Bahwa  se lama  Terdakwa  meningga lkan  d inas  tanpa  
i j i n  yang  sah,  Saks i  t i dak  mengetahu i  keberadaan  
ser ta  keg ia tan  yang Terdakwa lakukan  

Saksi - 2 :

Nama lengkap : LUKMAN SENJAYA 
Pangkat  /  NRP. :   Serka  /  21980347000979
Jabatan : Ba Gudkanpersminsa t r i  ATK 44- 10
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat  tg l .  Lahi r :  Medan,  28 Ju l i  1973
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Kewarganegaraan :  Indones ia
Agama :  Is l am
Alamat  tempat  t i ngga l :  J l .  H.  Husin  Rt .  05  /  01 

Kel .  Susukan  Kec.  Ci racas  
Jakar ta  Timur

Pada  pokoknya  Saks i - 2  menerangkan  sebaga i  
ber i ku t  :

1.  Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Te rdakwa  se j a k  
t a hun  1998  d i  Denha r j a s a  i n t  Bekangdam Jaya  
ke t i k a  Te rdakwa  be rpangka t  Pra t u  da l am 
hubungan  ked i n a san  an t a r a  a t a s an  dan  bawahan 
se r t a  t i d a k  ada  hubungan ke l u a r g a

2.  B a h w a  p a d a  t a n g g a l  1 5  J u n i  2 0 1 0  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  s a h  d a r i  K om a n d a n  K e s a t u a n  

a t a u  P e j a b a t  l a i n  y a n g  b e r w e n a n g  

3.  B a h w a  S a k s i  m e n g e t a h u i  T e r d a k w a  m e n i n g g a l k a n  d i n a s  t a n p a  i j i n  y a n g  s a h  d a r i  D a f t a r  A b s e n s i  K e h a d i r a n  

A p e l  P a g i  m a u p u n  A p e l  S i a n g  A n g g o t a  G u d k a n p e r m i n s a t r i / A T K  4 4 - 1 0  B e k a n g d a m J a y a

4.  Bahwa  se t e l a h  Te rdakwa  meningga l k an  d inas  
t a npa  i j i n  yang  da r i  Komandan Kesa tuan  upaya  
da r i  Kesa t uan  ada l a h  mencar i  Te rdakwa 
d i r umahnya  Sawangan  Bogor  t e t a p i  Te rdakwa 
t i d a k  d i k e t emukan

5. Bahwa  se l ama  Te rdakwa  meningga l k an  d inas  
t a npa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  Kesa t uan  
t i d a k  pe rnah  member i t a hukan  t e n t a ng  
kebe r adaannya  kepada  Kesa tuan  ba i k  mela l u i  
t e l e p on  maupun sura t

6. Bahwa  se l ama  Te rdakwa  meningga l k an  d inas  
t a npa  i j i n  yang  sah ,  Saks i  t i d a k  mengetahu i  
kebe r adaan  se r t a  keg i a t a n  yang  Te rdakwa 
l a kukan

Menimbang   :     Bahwa se jak  di  peny id i kan  Terdakwa t i dak  ada  
kete rangannya  sebab  melar i kan  d i r i  maka Maje l i s  Hakim 
t i dak  dapat  mendengarkan  kete rangan  Terdakwa.

Menimbang   :  Bahwa  barang  bukt i  yang  d ia jukan  oleh  Odi tu r  
Mi l i t e r  da lam pers idangan  in i  berupa  sura t - sura t  :

- 13  ( t i ga  belas )  Lembar  Daf ta r  Absens i  Anggota  
Gudkanperminsa t r i  ATK 44- 10  bulan  Jun i  2010  sampai  
dengan bu lan  Maret  2011

Yang  kesemuanya  te lah  dibacakan  dan  te rnya ta  
berhubungan  dan  bersesua ian  dengan  bukt i - bukt i  la i n  
maka oleh  karenanya  dapat  memperkuat  pembukt i an  atas  
perbua tan - perbua tan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa.

Menimbang :  Bahwa  berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  yang  
dibacakan  d i  bawah  sumpah  ser ta  memperhat i kan  barang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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bukt i  berupa  sura t  maka  te lah  te rungkap  fak ta - fak ta  
hukum sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  benar  Terdakwa  Muhammad  Alex  Zulka rna in  
ada lah  Pra ju r i t  TNI  AD yang  berd inas  di  Bekangdam Jaya  
dengan  jaba tan  sebaga i  Ta Gudkanperminsa t r i / ATK  44- 10 
hingga  saat  melakukan  perbua tan  yang  menjad i  perka ra  
in i  dengan pangkat  Koptu  NRP.  3930406960474

2. Bahwa  benar  se jak  tangga l  15  Jun i  2010  Terdakwa  
meningga lkan  d inas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  
Kesatuan  atau  Pejaba t  yang  berwenang

3. Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan  Kesatuan  t i dak  
pernah  member i t ahukan  ten tang  keberadaannya  kepada  
Kesatuan  baik  mela lu i  sura t  maupun te lepon  

4. Bahwa  benar  pada  tangga l  15  Apr i l  2011  Kesatuan  
melaporkan  Terdakwa  ke  Pomdam Jaya  te l ah  meningga lkan  
dinas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Komandan Kesatuan  atau  
Pejaba t  la i n  yang  berwenang  se jak  tangga l  15 Jun i  2010  
pada  tangga l  15  Apr i l  2011  Kesatuan  melaporkan  
Terdakwa ke Pomdam Jaya  te lah  meningga l kan  d inas  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Komandan Kesatuan  atau  Pejaba t  la i n  
yang  berwenang  se jak  tangga l  15 Jun i  2010  

5. Bahwa benar  dengan demik ian  Terdakwa Terdakwa te lah  
meningga lkan  Satuan  tanpa  i j i n  yang  sah  se jak  tangga l  
15 Jun i  2010  sampai  dengan  tangga l  15 Apr i l  2011  atau  
se lama  304  ( t i ga  ra tus  empat )  har i  secara  ber tu ru t -
tu ru t ,  set i dak - t i daknya  leb ih  lama   dar i  t i ga  puluh  
har i  dan  hingga  k in i  Terdakwa  belum  kembal i  ke  
Kesatuan   

6. Bahwa benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  Kesatuan  
tanpa  i j i n  dar i  Dansat ,  Negara  Republ i k  Indones ia  
t i dak  dalam  keadaan  perang  dan  Terdakwa  maupun 
Kesatuannya  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  dalam  tugas-
tugas  operas i  mi l i t e r

Menimbang :  Bahwa  di  awal  pers i dangan ,  Odi tu r  Mi l i t e r  te lah  
membacakan  sura t  dakwaannya  yang  pada  pokoknya  
Terdakwa  didakwa  melakukan  t i ndak  pidana  “  Mil i t e r  
yang  karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  melakukan  
ket idakhadi ran  tanpa  i j i n  dalam waktu  damai  leb ih  lama 
dar i  t iga  puluh har i  ”

Menimbang :  Bahwa  dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  te rsebu t  mengandung  
unsur - unsur  t i ndak  pidana  ya i t u  :

Unsur  Kesatu  :  Mi l i t e r
Unsur  Kedua : Karena  sa lahnya  atau  senga ja  melakukan  

ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n .
Unsur  Ket iga  :  Dalam waktu  damai .

Disclaimer
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Unsur  keempat  :  Leb ih  lama dar i  30 har i .

Menimbang :  Bahwa mengenai  unsur - unsur  t i ndak  pidana  te rsebu t ,  
Maje l i s  akan membukt i kannya  satu  persa tu .

Menimbang :  Bahwa mengenai  unsur  Kesatu  ”Mi l i t e r ” .

Keten tuan  Pasa l  46 ayat  1 ke  - 1 KUHPM yang  dimaksud  
dengan  mi l i t e r  ada lah  mereka,  yang  ber i ka tan  dinas  
secara  sukare la  pada  angkatan  perang ,  yang  waj ib  
berada  dalam dinas  secara  te rus  menerus  dalam tenggang  
waktu  ika tan  dinas  te rsebu t .  Mi l i t e r  ada lah  sama 
dengan  anggota  ABRI.  Undang- undang  Nomor  34 Tahun 2004  
ten tang  TNI  menje laskan  ABRI  menggant i  nama menjad i  
TNI ,  sa lah  satunya  adalah  TNI  AD.  Warga  Negara  yang  
memenuhi  syara t  dan  dinya takan  lu l us  pend id i kan  
per tama diangka t  menjad i  anggota  TNI .

Diper tanyakan  apakah  Terdakwa  seorang  mi l i t e r  yang  
menuru t  Penje lasan  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2004  
ten tang  TNI  d isebu t  anggota  TNI .

Fakta - fak ta  hukum yang  te rungkap  di  pers i dangan  :

1. Bahwa benar ,  Terdakwa di l an t i k  menjad i  pra ju r i t  TNI  AD 
pada  tahun  1991  (Skep  785421/ IX /1991 )  tangga l  4 
September  1991.

2. Bahwa  benar  Terdakwa  di l an t i k  menjad i  pra ju r i t  dua  
sete lah  lu l us  pend id i kan  per tama Secata  TNI  AD

3. Bahwa  benar  pada  tahun  2002  Terdakwa  naik  pangkat  
menjad i  Serda  (Skep/3256- 21/X /1997)  tangga l  27 Oktober  
1997

4. Bahwa  ba ik  Saks i - 1  maupun  Saks i - 2  mengenal  Terdakwa  
sebaga i  pra ju r i t  TNI  AD karena  sama- sama ber tugas  di  
Denma Mabes TNI .

Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum di  atas  maka Maje l i s  
berpendapat  unsur  Kesatu  “Mi l i t e r ”  te lah  te rpenuh i .

Menimbang :  Bahwa  mengenai  unsur  Kedua  ”Karena  sa lahnya  atau  
senga ja  melakukan  ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n ”

Unsur  kedua  di  atas  bers i f a t  a l t e rna t i f  ya i t u  
karena  sa lahnya  atau  senga ja .  Sebelum dibahas  te r l eb i h  
dahu lu  akan  dibe r i kan  penger t i a n  karena  sa lahnya  dan  
penger t i an  senga ja .

Yang  dimaksud  dengan  karena  sa lahnya  atau  
cu lpa / l a l a i ,  misa lnya  seseorang  mi l i t e r  “anggo ta  TNI”  
yang  sa lah  menghi tung  cut i nya  seh ingga  ia  te r l ambat  
kembal i  ke  kesatuannya  atau  seseorang  mi l i t e r  yang  
hendak  berperg ian  ke  lua r  pu lau ,  sa lah  memasuki  kere ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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api  yang  akan  membawanya  ke  pelabuhan  seh ingga  pada  
saat  d ia  sampai  ke pelabuhan  kapa lnya  sudah  ber laya r .

Yang  dimaksud  dengan  senga ja  ada lah  wi l l en  et  
wet ten  ar t i n ya  menghendak i  dan  menyadar i  (M.v .T ) .  
Seseorang  dika takan  melakukan  sesuatu  perbua tan  dengan  
senga ja ,  apab i l a  s i  pe laku  menghendak i  t imbu lnya  suatu  
ak iba t  dar i  perbua tannnya  dan  s i  pe laku  menyadar i  
bahwa perbua tannnya  menimbulkan  ak iba t  maka s i  pelaku  
dapat  d ip i dana ,  walaupun  demik ian  karena  s i  pe laku  
memang  menghendak i  ak iba t  te rsebu t  maka  ia  memi l i h  
untuk  melakukannya  walaupun  ia  memi l i h  untuk  
melakukannya  walupun  ia  akan  dihukum.

Timbul  per tanyaan  apab i l a  Terdakwa  melakukan  
perbua tannya  in i  senga ja  atau  karena  sa lahnya?  Oleh  
karena  unsur  in i  bers i f a t  a l t e rna t i f  maka  apb i l a  
perbua tan  Terdakwa  memenuhi  sa lah  satu  unsur  maka 
unsur  in i  d inya takan  te rbuk t i .

Fakta - fak ta  hukum yang  te rungkap  dipers i dangan  :

1. Bahwa benar  kete rangan  2  orang  saks i  mengatakan  ada  
atu ran  atau  prosedur  per i j i n an  di  kesatuannya  ya i t u  
set i ap  anggota  bi l a  t i dak  masuk  dinas  harus  te r l eb i h  
dahu lu  ada i j i n  p impinan  atau  Komandan.

2. Bahwa  prosedur  per i j i n an  in i  sudah  dike tahu i  o leh  
Terdakwa  dan  bi l a  ada  anggota  mau i j i n  t i dak  masuk  
dinas ,  Komandan/p imp inan  t i dak  mempersu l i t .

3. Bahwa  benar  set i ap  anggota  pra ju r i t  se jak  di  
pend id i kan  sudah  mengetahu i  keten tuan  prosedur  
per i j i n an  te rsebu t ,  Terdakwapun  mengetahu i  keten tuan  
i t u .

4. Bahwa  benar  Terdakwa  t i dak  had i r  d ikesa tuan  adalah  
tanpa  i j i n  Komandan/P imp inan .

5. Bahwa walaupun  Terdakwa mengetahu i  dan menyadar i  ka lau  
t i dak  had i r  tanpa  i j i n  akan  berak iba t  mendapat  hukuman 
namun te tap  sa ja  Terdakwa  melakukannya  karena  memang 
Terdakwa  menghendak i  ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n  
te rsebu t .

6. Bahwa benar  h ingga  sekarang  Terdakwa  be lum kembal i  ke  
kesatuan .

Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  Maje l i s  berpendapat  
bahwa unsur  Kedua  yang  te rpenuh i  adalah  unsur  “dengan  
senga ja ” .

Menimbang :  Bahwa mengenai  unsur  Ket iga  “da lam waktu  damai ” .

Maje l i s  akan  membahasnya  dengan  mengemukakan  fak ta -
fak ta  hukum ya i t u  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Bahwa pada  tahun  2010  hingga  tahun  2011  
Negara  RI  khususnya  daerah  ibuko ta  
Jakar ta  t i dak  pernah  dinya takan  da lam 
keadaan  perang  atau  daru ra t  mi l i t e r .

2. Bahwa demik ian  juga  kete rangan  2  (dua)  
orang  saks i  yang  menyatakan  bahwa 
kesatuannya  t i dak  pernah  mendapat  
tugas - tugas  operas i  mi l i t e r .

3. Sehingga  berdasarkan  penafs i r an  a 
cont ra r i o ,  Negara  RI  set i dak - t i daknya  
daerah  ibuko ta  dimana  kesatuan  Terdakwa  
berada  dalam keadaan  damai .

Dengan  demik ian  unsur  ket i ga  “da lam  waktu  damai ”  
d inya takan  te rpenuh i .

Menimbang :  Bahwa mengenai  unsur  keempat  “ l eb i h  lama  dar i  t i ga  
puluh  har i ” .

Fakta - fak ta  hukum yang  te rungkap  di  pers i dangan  :

- Bahwa benar  Terdakwa  t i dak  masuk  dinas  tanpa  i j i n  
se jak  tangga l  15  Jun i  2010  sampai  dengan  tangga l  15 
Apr i l  2011 atau  kurang  leb ih  304  ( t i ga  ra tus  empat )  
har i .

Dengan demik ian  unsur  keempat  “ l eb i h  lama dar i  t i ga  
puluh  har i ”  te lah  te rpenuh i .    

Menimbang :  Bahwa  karena  semua  unsur  t i ndak  pidana  dalam 
dakwaan te l ah  te rpenuh i  maka Maje l i s  berpendapat  bahwa 
Terdakwa  te l ah  te rbuk t i  bersa lah  melakukan  t i ndak  
pidana  ya i t u  Mi l i t e r ,  yang  dengan  senga ja  melakukan  
ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n  leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  
har i ,  sebaga imana  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa.

Menimbang :  Bahwa  karena  Terdakwa  te rbuk t i  bersa lah  maka  ia  
dip i dana .

Menimbang :  Bahwa karena  Terdakwa hingga  saat  in i  be lum kembal i  
ke  kesa tuan  dan  Terdakwa  sudah  cukup  lama  melar i kan  
di r i  ya i t u  kurang  leb ih             304  ( t i ga  ra tus  
empat )  har i  tmt  15 Jun i  2010  sampai  dengan  tangga l  15  
Apr i l  2011 maka  Maje l i s  berpendapat  Tedakwa  t i dak  
pantas  lag i  d ipe r t ahankan  dalam ka langan  mi l i t e r .  Maka 
berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1 )  KUHPM Maje l i s  Hakim 
se la i n  menja tuhkan  pidana  penja ra  juga  akan  memecat  
Terdakwa dar i  d inas  mi l i t e r  sebab  Terdakwa t i dak  layak  
lag i  sebaga i  pra ju r i t  TNI  AD.

Menimbang :  Bahwa tu j uan  Maje l i s  Hakim memidana  Terdakwa ada lah  
se la i n  karena  Terdakwa  te rbuk t i  bersa lah  dan  t i dak  
layak  lag i ,  tu j uan  la i n  adalah  agar  menimbulkan  dampak  

Disclaimer
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je ra  kepada  pra ju r i t  la i n  khususnya  pra ju r i t  TNI  yang  
ada di  Denma Mabes TNI .

Menimbang :  Bahwa  sebe lum  sampai  pada  per t imbangan  te rakh i r  
da lam  mengadi l i   perka ra  in i ,  Maje l i s  ing in  memi l i k i  
s i f a t  hak ika t  dan ak iba t  perbua tan  Terdakwa ser ta  ha l -
ha l  yang  mempengaruh i  :

1. Pada hakekatnya  Terdakwa kurang  menghayat i  send i - send i  
d is i p l i n  pra ju r i t  seh ingga  Terdakwa leb ih  mement ingkan  
di r i  send i r i  dar i pada  kembal i  berd inas ,  te rbuk t i  
h ingga  sekarang  Terdakwa belum kembal i  ke  kesa tuan  dan  
t i dak  dike tahu i  keberadaan  Terdakwa.

2. Bahwa  Terdakwa  sebaga i  pra ju r i t  TNI  seharusnya  
menyadar i  dan mengetahu i  apab i l a  ada kepent i ngan  untuk  
perg i  meningga lkan  d inas  t i dak  semest i nya  begi t u  sa ja  
Terdakwa perg i  tanpa  proses  per i j i n an .

3. Akiba t  perbuatan  Terdakwa  tugas  pokok  satuan  yang  
dibebankan  kepada  Terdakwa menjad i  te rhambat  dan dapat  
berpengaruh  te rhadap  upaya  pembinaan  dis i p l i n  di  
Kesatuan  karena  akan  menjad i  contoh  yang  t i dak  baik  
bag i  pra ju r i t  la i n .

Menimbang :  Bahwa sebe lum Maje l i s  menja tuhkan  pidana  atas  di r i  
Terdakwa per lu  memperhat i kan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

Hal - ha l  yang  mer ingankan  :

1. Terdakwa belum pernah  dihukum.  
2. Terdakwa  sudah  lama  berd inas  se jak  pangkat  Prada  

pada tahun  1991.     
  

Hal - ha l  yang  memberatkan  :

1. Hingga  sekarang  Terdakwa belum kembal i  ke  Kesatuan .
2. Perbuatan  Terdakwa  te lah  merusak  send i - send i  

d is i p l i n  dan hukum yang ber laku  d i  l i ngkungan  TNI .
3. Perbuatan  Terdakwa  t i dak  patu t  d icon toh  oleh  

pra ju r i t  la i n .

Menimbang :  Bahwa  sete lah  mempert imbangkan  ha l - ha l  d i  atas ,  
maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  p idana  yang  
te rcan tum  dalam dik t um  di  bawah in i  adalah  sudah  adi l  
dan set impa l  dengan kesa lahan  Terdakwa.

Menimbang :  Bahwa oleh  karena  Terdakwa  harus  dip idana  maka  ia  
dibeban i  membayar  perkara .

Menimbang :  Bahwa  karena  Terdakwa  t i dak  had i r  d i  pers idangan  
sementa ra  kepada  Terdakwa  di j a t uh i  p idana  pemecatan  
yang  menuru t  keten tuan  Pasal  29  ayat  (2 )  KUHPM 
Terdakwa  harus  di tahan  maka  apab i l a  Terdakwa  te l ah  
te r t angkap  atau  menyerahkan  di r i  ke  Kesatuan  agar  
Terdakwa di tahan .
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Menimbang :  Bahwa mengenai  barang  bukt i  berupa  sura t  ya i t u  :  
- 13  ( t i ga  belas )  Lembar  Daf ta r  Absens i  Anggota  

Gudkanperminsa t r i  ATK 44- 10  bulan  Jun i  2010  sampai  
dengan bu lan  Maret  2011.
Karena  merupakan  ke lengkapan  berkas  perkara  maka akan  
te tap   d i l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Menginga t :     1. Pasa l  87 ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM
2. Pasa l  26 ayat  (1 )  KUHPM jo  Pasa l  29 ayat  (2 )  KUHPM
3. Penje lasan  Pasal  143  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  
1997 ten tang  Perad i l an  Mi l i t e r  
4.  Keten tuan  perundang- undangan  la i n  yang  
bersangku tan .  

                                     

M  E  N  G  A  D  I   L  I

1. Menyatakan  Terdakwa  te rsebu t  d i  atas  ya i t u  Muhammad  Alex  
Zulka rna in  Pangkat  :  Koptu  NRP.  3930406960474  te rbuk t i  secara  
sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  :  
“Desers i  dalam waktu damai” .

2. Memidana  Terdakwa oleh  karena  i t u  dengan  :

Pidana  Pokok :   Pidana  pen ja ra  se lama 6 (enam)  bu lan .

Pidana  Tambahan :   Dipeca t  dar i  d inas  Mi l i t e r .

3. Menetapkan  barang- barang  bukt i  berupa  sura t  
ya i t u  :

- 13  ( t i ga  belas )  Lembar  Daf ta r  Absens i  Anggota  
Gudkanperminsa t r i  ATK 44- 10 bulan  Jun i  2010 sampai  
dengan  bulan  Maret  2011,  te tap  di l eka t kan  dalam 
berkas  perkara .

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa 
sebesar  Rp.  7.500 , -  ( tu j uh  r i bu  l ima  ra tus  
rup iah ) .

5. Memer in tahkan  Terdakwa  d i t ahan  bi l a  sudah  
di t emukan /d i t angkap .

/  Demik ian  …
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Demik ian  dipu tuskan  pada har i  Senin  tangga l  26 September  2011 di  
da lam  Musyawarah  Maje l i s  Hakim  oleh  Mangatas  Hutapea,  SH Kolone l  
Chk NRP.  31945  sebaga i  Hakim Ketua ,  ser ta  Puspayad i ,  SH Mayor  Chk 
NRP.  522960  dan  Immanuel  P.  Simanjun tak ,  SH Mayor  Sus NRP.  520868  
masing- masing  sebaga i  Hakim Anggota  I  dan sebaga i  Hakim Anggota  I I  
yang  diucapkan  pada har i  dan tangga l  yang  sama oleh  Hakim Ketua  di  
da lam  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum,  dengan  dihad i r i  o leh  para  
Hakim Anggota  te rsebu t  d i  atas ,  Odi tu r  Mi l i t e r  Budihar t o ,  SH Mayor  
Sus  NRP.  518367 ,  Pani te ra  Hery  Puj ian tono ,  SH Let tu  Chk  NRP.  
2920087520571  ser ta  dihadapan  umum tanpa  dihad i r i  Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Mangatas  Hutapea,  SH
Kolonel  Chk NRP.  31945

             Hakim Anggota  I  
      Hakim Anggota  I I

Ttd        Ttd
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             Puspayadi  ,  SH  
Immanuel  P.  Simanjuntak ,  SH
     Mayor  Chk NRP.  522960             Mayor  Sus 
NRP.  520868       

Pani te ra

Ttd

Hery  Puj ian tono ,  SH
Lettu  Chk NRP.  2920087520571
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